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PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Pekanbaru  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  menjatuhkan  putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX,  tempat /  Tanggal lahir Pekanbaru / 05 Desember 1991, umur 29

tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta,

tempat tinggal di Jalan Pinang Gang Pinang I No.27, RT.002

RW.005,  Kelurahan  Wonorejo,  Kecamatan  Marpoyan  Damai,

Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 09 Maret 1995, umur 26 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,  pekerjaan  Swasta,

tempat tinggal di dahulu di Jalan Pinang Gang Pinang I No.27,

RT.002  RW.005,  Kelurahan  Wonorejo,  Kecamatan  Marpoyan

Damai,  Kota  Pekanbaru,  sekarang  tidak  diketahui

keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tanggal  06

Oktober 2021 telah mengajukan perkara  Cerai  Gugat,  yang telah didaftar di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pekanbaru,  dengan  Nomor

1718/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal  06 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai

berikut; 
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1. Bahwa  pada  tanggal  31  Januari  2015  telah  dilangsungkan  perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

sesuai  dengan tuntunan ajaran agama Islam.  Perkawinan tersebut  telah

dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, KabupatenKampar

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 1214/11/1/2015 tertanggal 30

Februari 2015;  

2. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah

Swt;  

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman bersama di Jalan Pinang Gang Pinang 1 No.27, RT.002 RW.005,

Kelurahan  Wonorejo,  Kecamatan  Marpoyan  Damai,  Kota  Pekanbaru

selama 4 tahun;

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

bernama Afsheena Senja Rasiyahadi, perempuan, lahir pada Pekanbaru,

18 Oktober 2015;  

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga

dengan Tergugat  hanya berlangsung sampai dengan tahun 2019 karena

sejak  saat  itu  Tergugat  telah  meninggalkan  Penggugat  sampai  dengan

sekarang  selama  2  tahun  dan  tidak  diketahui  alamatnya  yang  pasti  di

seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat  telah berupaya

mencari  keberadaan  Tergugat  namun  Tergugat  tetap  tidak  diketemukan

oleh Penggugat;  

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (XXXXXXX)  Terhadap

Penggugat (XXXXXXX);  

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;  

SUBSIDER:
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Atau  apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu

tidak disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati  Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyerahkan  Surat  Keterangan  yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru, tertanggal 7 Oktober 2021 yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak

diketahui lagi alamat / tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;     

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena  Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa,  terhadap  gugatan  Penggugat,  jawaban  Tergugat  tidak  dapat

didengar  dalam  persidangan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat 

- Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1214/11/1/2015,  tanggal  02

Maret  2015,  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Tapung,  Kabupaten  Kampar,  bukti  surat

tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan

aslinya, ternyata sesuai dengan alnya dan telah dinazegelen, kemudian

diberi kode bukti (P), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;  
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B.  Bukti Saksi

1. XXXXXXX,  umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,

pekerjaan wirasawasta, tempat tinggal di Jl. Seroja No 52 Rt. 04 Rw.

05 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru,

telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah ayah kandung Penggugat; 

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

suami isteri; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 di

Tapung Kabupaten Kampar; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  bertempat

tinggal di Jl. Pinang Wonorejo Marpoyan Damai Kota Pekanbaru; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah

tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi,  tetapi  saksi  tidak  tahu

masalahnya;

- Bahwa  yang  saksi  ketahui  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan

Penggugat,  tanpa  diketahui  alamatnya  yang  pasti  baik  di  dalam

maupun diluar negeri;

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa  selama  pisah  Tergugat  tidak  pernah  datang  dan  tidak

pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

2. XXXXXXX,  umur  49  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  D3,

pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Jl. Pinang Gg. Pinang I No 27

Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota

Pekanbaru,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah bibi Penggugat; 
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah ayah kandung Penggugat; 

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

suami isteri; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 di

Tapung Kabupaten Kampar; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  bertempat

tinggal di Jl. Pinang Wonorejo Marpoyan Damai Kota Pekanbaru; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah

tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi,  tetapi  saksi  tidak  tahu

masalahnya;

- Bahwa  yang  saksi  ketahui  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan

Penggugat,  tanpa  diketahui  alamatnya  yang  pasti  baik  di  dalam

maupun diluar negeri;

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa  selama  pisah  Tergugat  tidak  pernah  datang  dan  tidak

pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa  Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi

dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan

tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan  Tergugat

karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  ini  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata  Tergugat, meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa

tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah; 
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Menimbang,  bahwa  Tergugat yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat); 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat

ahli fiqih yang berbunyi; 

له              حق ل ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya:  "Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,

kemudian  tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan

gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang

Pemberlakuan  Buku  II  Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis  Peradilan

Agama,  Edisi  Revisi  2014,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil  gugatannya, hal  ini  senada dengan

pendapat ahli fiqih yang berbunyi:   

بالبينة          إثباته جاز غيبة أو توارى أو بتعزز تعزز فإن

Artinya;  Apabila  Tergugat  ta’azzuz (membangkang)  atau  bersembunyi  atau

gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.

Al-Anwar Juz II Halaman 55;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat

adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal
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172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah

Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung

kaidah hukum bahwa pendengaran ayah kandung dan bibi Penggugat sebagai

saksi  dalam  persidangan  dapat  diterima,  karena  dalam  gugat  perceraian

mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati

kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan

oleh Penggugat  adalah ayah kandung Penggugat  dan bibi  Pengggat,  maka

Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling

dekat  hubungannya  yang  dapat  memberikan  keterangan  yang  mendekati

kebenaran;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Penggugat  mengenai  posita

angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi  2  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Penggugat  mengenai  posita

angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi

Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua

orang  saksi  tersebut  telah  memberikan  keterangan  yang  mempunyai

keterkaitan  dan  hubungan,  serta  saling  bersesuaian  dan  atau  saling

menguatkan  antara  satu  dengan  lainnya  yang  dapat  digunakan  untuk

menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.: 
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P Saksi  1 dan Saksi  2 terbukti

fakta-fakta kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tanggal 31 Januari

2015  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

2. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pengggugat  tidak harmonis lagi

karena  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  Penggugat,  tanpa  diketahui

alamatnya yang pasti, baik di dalam maupun diluar negeri;

3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini

lebih kurang 2 tahun;

4. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras

ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah

menikah  pada  tanggal  31  Januari  2015  di  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar; 

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, yang

ditandai dengan piah tempat tinggal selama 2 tahun, bahkan Tergugat tidak

diketahui alamatnya yang pasti d wilayah Indonesia, sehingga sukar untuk

dirukunkan lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis

Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;  

Menimbang,  bahwa  berhubung  petitum Penggugat  terdapat  beberapa

point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis

Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; 

Menimbang,  bahwa  petitum  Penggugat  pada  point  1  adalah  supaya

Majelis  Hakim  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya,  namun

karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan

menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;  
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Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis

Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,

Majelis  berpendapat  bahwa fakta-fakta  hukum tersebut  telah  sesuai  dengan

ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga

(onheelbaare tweespalt), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah

tempat tinggal, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

tangga Penggugat  dan Tergugat  telah  berada dalam kondisi  pecah (broken

marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukan ketentuan Hukum

Islam di dalam Kitab  At-Tolak Fi  Syari'atil  Islamiyah Wal Qanun  halaman 40

yang  selanjutnya  diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis,  berbunyi  sebagai

berikut:

Artinya: bahwa sebab-sebab  dibolehkannya  perceraian  adalah  adanya  hajat
untuk  melepaskan  ikatan  perkawinan,  ketika  terjadi  pertentangan
akhlak  dan  timbulnya  rasa  benci  di  antara  suami-istri  yang
mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-
hukum Allah SWT;

Menimbang,  bahwa  Majelis  perlu  juga  mengetengahkan  dalil/hujah

syar’iyyah dari  Kitab  Ghayatul Maram hal.  162 yang selanjutnya diambil alih

sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian

memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan

talak satu;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  dengan  meneruskan

rumah tangga yang sudah tidak harmonis  hanya akan membuat  salah  satu

pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka

hal  tersebut  merupakan  bukti  adanya  kemudhoratan  dalam  rumah  tangga
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Penggugat  dan  Tergugat,  maka  sudah  sepatutnya  kemudhoratan  tersebut

dihilangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli

hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman

83  yang  diambil  alih  oleh  Majelis  Hakim  sebagai  pendapat  sendiri,  yang

berbunyi sebagai berikut:

نصائح               فيها ينفع يعد ولم الزوجين الحياة تضطرب حين الطلق نظام السلم اختار وقد
يحكم               أن معناه لستمرار لن روح غير من صورة الزواج تصبححالربطة وحيث صلح ول

أحد  العدالة        على روح تأباه ظلم وهذا المؤبد بالسجن الزوجين

Artinya:   Islam memilih  lembaga  thalaq  /  cerai  ketika  rumah tangga  sudah
dianggap  goncang  serta  dianggap  sudah  tidak  bermanfaat  lagi
nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh
(hampa),  sebab  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum salah
satu  suami  isteri  dengan penjara  yang  berkepanjangan.  Ini  adalah
aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  jo.  Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam  apabila  telah  cukup  jelas  mengenai  sebab-sebab  perselisihan  dan

pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang

dekat  dengan  suami  istri,  maka  perceraian  dapat  diterima  untuk

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

Majelis  menyimpulkan harus  dinyatakan Tergugat  tidak  hadir  sesuai  dengan

Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian

alasan  perceraian  yang  diajukan  oleh  Penggugat  tersebut  telah  memenuhi

maksud ketentuan 39 ayat  (2)  huruf  f  Penjelasan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim

berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua)  dalam surat

gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dan 2 (dua)

dalam surat  gugatannya,  dan  oleh  karena  perceraian  ini  adalah  perceraian
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pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2

huruf  a  Kompilasi  Hukum  Islam  talak  yang  dijatuhkan  terhadap  Penggugat

adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut

ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi

Hukum Islam,  maka  pada  masa  tunggu  tersebut  Penggugat  wajib  menjaga

dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini

sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis

Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang

timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya

seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh

petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan

karena  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  sidang  meskipun  telah

dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1,

Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek; 

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (XXXXXXX)  Terhadap

Penggugat (XXXXXXX);     
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4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian  putusan  ini  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Pekanbaru  pada  hari  Kami  tanggal  10  Februari  2022

Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh kami  Drs. Abd.

Rahman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. dan Dra. Hj.

Misnah,  S.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Zulkifli,

S.H.,  M.H. sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. 

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00

2. Biaya ATK Perkara : Rp  50.000,00

3. PNBP Panggilan : Rp  20.000,00

4. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp  10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp  10.000,00

JUMLAH : Rp 420.000,00
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                           (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
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